/ BUPATI LEBONG
' PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKFD)
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah menjadi pedoman
penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja
daerah, maka untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran, periu disusun Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Kabupatcn Lebong
Tahun 2020 scbagai landasan penyusunan Perubahan
Kebijukan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anpgaran Sementara Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Lebong Tahun

Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemenntah Daerah
(RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828),

2. Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ([Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286];

4, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
Pembentukan Kabupaten Lebong daiﬂﬂ:lﬁat:f:;ala;g
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
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10.

11

. Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 n:ntzng
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Eif:
Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembamzn
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daenal':
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara  Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21

Tambah 3 .
sty an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

-Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Le

: mbaran i
Indonesia Tahun 2019 Hnmur{ 42, Tambgggimlﬁtpuﬂbmh:
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); b



12.

13.

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemor 1
Tahl{n 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Kecuangan Untuk Penanganan randemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Mr!-nbahﬂ?fakun
Perckonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tcntrs;ng
Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan z:;
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nega

Reoublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana
rr iy Presiden Nomor 72 Tahun

telah diubah dengan Peraturan _
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden I_\fnn_:mr
54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian

ia Negara Tahun

Anggaran Pendapatan dan Belan) . )
Anggaran 2020 (Lembaran Ncgara Republik I[ndonesia

Tahun 2020 Nomor 155),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daecrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Mencngah
Dacrah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13 12);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keri i

] rja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesi
Tahun 2019 Nomor 611); =



18. Peraturan Dacrah Kabupaten lLebong Nomor 8 Tahun
/ 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah
Dacrah (RPIMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021
/ (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor
8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
/ Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2017 tentang
/ Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2016
/ tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah Dacrah
(RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran

Dacrah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 14);
mor 10 Tahun

ten Lebong No :
19, Peraturan Daerah Kabupaten Sgununﬂn Organisasi

2016 tentang Pembentukan dan
\ Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Lebong
f—

Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN
- 3 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKFD)
' KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong. )
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupat adalah Bupati Lebong.
4. Organisasi Perangkat Dacrah, selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020,

!

. selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan
pembangunan dacrah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020 yang
dimulai dari Januarni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

6. R_em:ana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya
disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan pengganggaran yang
berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat D
selanjutnya disebut DPA-OPD adalah dokumen yang memuagt pandaazﬁ
dan belanja pembiayaan sctiap OPD yang digunakan sebagai Easa:
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adal

" : a
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan ;e:'l%li{;t::z
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun y

9. Proritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya dis;ingkat PPAS

adalah rancangan Jprogram prioritas dan patokan batas maksi

flnggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai a"-’:l‘;“al
alam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD. .
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11.

P yang selanjutnya disingkat PPA adalah
rogra gka a
ﬂcpglrd: (,!I)Ii:gn:lfl,udlfnsgﬁ?tukﬂ" batas maksimal anggaran yang diberikan
1ap program i
RKA-OPD setelah dise l:i cll:}cng am scbagai acuan dalam penyusunan

gan DPRD.
ggsrﬂ]:ﬂn Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
ah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Dacrah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah,

12.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah

um vang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang I'I'IEI'I"I[TIUI"I}"E!i tupgas m:n}*{npkun serta mclakﬁanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
SISTEMATIKA PENULISBAN

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan scbagal
berikut :

Babl : Pendahuluan i

BabIl : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun

2020 sampai dengan Triwulan I

Bab Il : Kerangka Ekonomi Dacrah dan Keuangan Daerah
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BabV : Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab V1l : Penutup

BAB IlI
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan maksud scbagai berikut:

a.

b.

Pedoman bagi OPD dalam menyusun Perubahan Renja-OPD Tahun 2020,

dan

Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Untuk Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Perubahan RKPD disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara
perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Hal

a.

BAE IV
PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 5

- hal yang diubah dalam Pcrubahan RKPD Tahun 2020, meliputi :

Hasil cvaluasi hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2020 terda
t
perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekun-:ﬁ:li

daerah akibat pandemi Covid-19 terutama terjadi perkem -
bangan indikat
makro daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadgi pﬂmbah;

terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah: dan



b. Adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritns dacrah berupa
ﬂdﬂpj’ﬂ usulan d:lri orb dalﬂm bentuk pergeseran ktgi“[nn. pq:nnmhﬂhﬂﬂ
kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerjn dan pagy
anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Tahun 2020 adalah dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Lebong hitung scjak ditetapkan

perencanaan daerah untuk periode 1 [satu) tahun ter
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Paaal T

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

kan pengundangan Peraturan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah paten Lebong

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berila Daerah Kabu

itetapkan di Tubei
E;ga t];nggal 7 September 2020
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Diundangkan di Tubei
pada tanggal 7 Scptember 2020
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